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ABSTRAK 
Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 
memiliki misi untuk mengembangkan peradaban Pancasila, yang diharapkan 
dapat menumbuhkan dan memberdayakan siswa untuk menjadi warga negara 
yang cerdas dan baik. Dalam konteks kehidupan global, PPKn harus menegaskan 
peradaban Pancasila dan membekali siswa untuk hidup di arena global sebagai 
warga dunia. Penelitian ini menggunakan Discovery Learning (DL) pada materi 
kasus pelanggaran hak dan penolakan kewajiban di kelas XII IPA 1 dari SMA 
Negeri Model Terpadu Madani di Kota Palu untuk mengembangkan kegiatan 
penalaran dan pembelajaran siswa dengan menemukan dan menyelidiki sendiri 
yang siswa lakukan untuk memperoleh hasil belajar yang optimal dan tahan lama 
dalam ingatan. Peneliti berinteraksi langsung dengan anak-anak, kemudian 
berdiskusi dengan guru dan siswa dalam kelompok. Materi pembelajaran 
memberikan desain yang lebih otentik untuk menantang siswa untuk bernalar dan 
berkolaborasi untuk menciptakan solusi pemecahan masalah yang dibahas dalam 
pelajaran. 
Kata Kunci: Discovery learning, PPKn, penalaran siswa 
I. PENDAHULUAN 
Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) 
merupakan pengganti dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
sesuai dengan Kurikulum 2013. PPKn bertujuan untuk membekali siswa dengan 
keimanan dan akhlak mulia sesuai dengan arah dan tuntunan falsafah hidup 
bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pada pembelajaran PPKn, diharapkan siswa 
mampu berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Oleh 
karena itu, pada mata pelajaran PPKn membahas secara utuh materi Pancasila, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 
Sesuai dengan tuntunan Kurikulum 2013, pembelajaran PPKn untuk 
Pendidikan Menengah Kelas XII diarahkan untuk mencapai kompetensi yang 
mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan arah 




pencapaian ketiga kompetensi tersebut, diharapkan siswa terampil menerapkan 
hasil pembelajaran PPKn dalam kehidupan nyata. Dalam pemikiran ini, 
diharapkan siswa menjadi seorang warga negara yang taat dan meyakini falsafah 
hidup bangsa Indonesia dalam kesehariannya.  
Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan Pasal 77 J ayat (1), 
mata pelajaran PPKn dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi 
manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai 
dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi UUD NRI Tahun 1945, nilai dan 
semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen NKRI. Secara umum, tujuan 
mata pelajaran PPKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 
mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, 
yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen, dan tanggung 
jawab kewarganegaraan (civic confidence, civic committment, and civic 
responsibility); (2) pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge); (3) 
keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi 
kewarganegaraan (civic competence and civic responsibility).  
Secara khusus, mata pelajaran PPKn bertujuan mempersiapkan peserta 
didik agar mampu: (1) menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, 
pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial; 
(2) memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan 
pemahaman utuh tentang UUD NRI Tahun 1945; (3) berpikir secara kritis, 
rasional, dan kreatif, serta memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang 
dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, semangat Bhinneka 
Tunggal Ika, dan komitmen NKRI. (4) berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan 
bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara 
sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang 
Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial kultural. 
Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam Kurikulum 2013, siswa 
diajak untuk berani mencari sumber belajar lain yang tersedia dan yang ada 
disekitar kehidupannya. Peran guru dalam kaitan ini, adalah meningkatkan dan 
menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pembelajaran. Guru 




dapat memperkaya pendekatan, materi dan metode dalam bentuk kegiatan-
kegiatan yang sesuai dan relevan dari lingkungan sosial serta alam sekitarnya. 
Penelitian ini merupakan kolaborasi antara dosen PPKN FKIP Universitas 
Tadulako bersama Guru PPKN di SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu 
dengan program Penugasan Dosen ke Sekolah (PDS) dari Direktorat 
Pembelajaran dan Kemahasiwaan Ditjen Dikti Kemenristekdikti Tahun 2018. 
Dosen bersama Guru telah sepakat menulis kajian ini dengan memfokuskan 
penerapan Discovery Learning pada materi kasus-kasus pelanggaran hak dan 
pengingkaran kewajiban untuk meningkatkan penalaran siswa, dengan memilih 
kelas XII IPA 1.  
 
II. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian bertujuan untuk 
melihat peningkatan kemampuan daya nalar siswa dengan menerapkan discovery 
learning di kelas XII IPA 1 pada materi kasus-kasus pelanggaran hak dan 
pengingkaran kewajiban pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri Model 
Terpadu Madani. Sifat penelitian termasuk penelitian deskriptif, karena 
menggambarkan bagaimana discovery learning diterapkan pada mata pelajaran 
PPKn di SMA Negeri Model Terpadu Madani. Tahap pengumpulan data dengan 
cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Nasution, 2000;  Arikunto, 2006). 
Metode Penelitian yang dipilih adalah penelitian tindakan kelas (classroom 
action research). Tindakan yang dilakukan adalah menerapkan discovery learning 
di kelas XII IPA 1 SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu. Pelaksanaan 
penelitian dilaksanakan selama bulan Agustus 2018 dalam 2 siklus dengan 4 kali 
pertemuan tatap muka. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah RPP 
dan lembaran observasi keaktifan siswa, panduan tugas kelompok serta format 
isian diskusi kelas. Teknik analisis data yang dipakai untuk melihat tingkat 
keaktifan belajar siswa adalah teknik persentase (%). Indikator kenerja yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah terjadi atau tidaknya peningkatan pelanaran 
dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Kriteria penilaian keaktifan 
belajar siswa adalah sebagai berikut: (1) 81% - 100% termasuk kategori Baik 
Sekali (BS), (2) 61% - 80%  termasuk kategori Baik (B),  (3) 41% - 60%  




termasuk kategori  Sedang (S), (4)  21% - 40%  termasuk kategori Kurang (K), 
dan (5) 0% - 20%  termasuk kategori Kurang Sekali (KS). (Arikunto, dkk. 2012). 
 
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini dimulai pada tanggal 7 Agustus 2018 dan berakhir 30 
Agustus 2018. Pertemuan pertama pada siklus I dilaksanakan, peneliti mulai 
melakukan pencatatan ke dalam lembar observasi keaktifan dan penalaran siswa. 
Materi pokok yang menjadi bahasan pelajaran adalah “Kasus-Kasus Pelanggaran 
Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara”. Materi ini menurut ketentuan 
Kurikulum 2013 dilaksanakan menjadi 8 kali pertemuan. Oleh karena itu, tim 
sepakat bahwa kajian dilakukan menjadi dua, yakni kajian pertama menerapkan 
Discovery Learning (DL) untuk pertemuan 1-4 dan kajian kedua menerapkan 
Problem Based Learning (PBL) untuk pertemuan 5-8. 
Tim menetapkan dan memilih model pembelajaran Discovery Learning, 
dan merumuskan Rencana Pengembangan Pembelajaran (RPP) secara bersama 
antara Dosen dan Guru. Pada RPP yang disusun, tujuan pembelajaran sebagai 
berikut, 
Setelah kegiatan belajar mengajar peserta didik dapat : 
1. Menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka 
menghormati hak asasi manusia. 
2. Bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran 
kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
3. Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak 
dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
4. Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban 
sebagai warga negara beserta solusinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 
Tabel 1: Materi Pembahasan pertemuan ke-1 sampai ke-4  
Pertemuan 1: Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara  
Pertemuan 2: Substansi  Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Pancasila, 
terdiri dari materi : 
a) Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Sila-Sila Pancasila,  
b) Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: nilai 
ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai 
keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya 
terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, 
nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.  
c) Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. 




Pertemuan 3: Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila; 
Pertemuan 4: Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila. 
 
Kemendikbud (2018) mengemukakan bahwa PPKn sebagai mata pelajaran 
memiliki misi mengembangkan keadaban Pancasila, diharapkan mampu 
membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warga negara 
yang cerdas dan baik, serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di 
masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggung jawab. Dalam konteks 
kehidupan global, PPKn harus meneguhkan keadaban Pancasila dan membekali 
peserta didik untuk hidup dalam kancah global sebagai warga dunia (global 
citizenship). Oleh karena itu, substansi dan pembelajaran PPKn perlu 
diorientasikan untuk membekali warga negara Indonesia agar mampu hidup dan 
berkontribusi secara optimal pada dinamika kehidupan abad ke-21. Pembelajaran 
PPKn mengembangkan nilai dan moral Pancasila, mengembangkan visi dan 
keterampilan abad ke-21 sebagaimana telah menjadi komitmen global. 
(Winataputra, 2012). 
PPKn memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut; 
(a). pendidikan nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesia 
yang tidak sama sebangun dengan civic education di USA, citizenship education 
di UK, talimatul muwatanah di Negara-negara Timur Tengah, education civicas di 
Amerika Latin. (b) sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila dan 
pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat koheren 
(runut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban 
bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan 
bertanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 
2003. (Kemendikbud , 2018) 
Ruang lingkup materi PPKn pada SMA/MA/SMK/MAK kelas XII sebagai 
berikut; (1). Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga 
negara; (2). Perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk 
menjamin keadilan dan kedamaian; (3). Pengaruh positif dan negatif kemajuan 
iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika; dan (4). Dinamika 
persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan 
NKRI. (Kemendikbud, 2018). Tulisan ini memfokuskan pada materi pertama, 
yakni Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara. 




Diawal pertemuan, selain menjelaskan tujuan pembelajaran, tim memberikan 
tugas dengan menyusun panduan tugas seperti pada tabel 2. 
Tabel 2. Jenis dan Panduan  Tugas untuk Siswa 






 melatih siswa dalam menuangkan ide dan fikiran secara tertulis dalam 
kerangka metode ilmiah secara logis, rasional dan sistematis  
 mampu menjelaskan secara konstruktif analisis terhadap solusi sebagai 
warga negara yang baik dalam melihat kasus penggaran Hak dan 




a) Objek Garapan:   
Siswa secara kelompok kecil diharapkan mencari konsep dan teori tentang 
Hak dan kewajiban warganegara secara kelompok dan disepakati dan 
memahami konsep dan mampu membuat peta konsep sesuai kemampuan 
penalarannya 
b) Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan : 
 Siswa membuat dan membagi ke dalam kelompok (tiap kelompok 5 – 
6  orang) 
 Siswa membaca dan  mengkaji konsep/teori Hak dan Kewajiban 
sebagai Warganegara dan nilai-nilai Pancasila yang diketahui   
(materi/bahan yang diberikan) 
 Siswa melakukan kajian mendalam terhadap konsep/teori dimaksud 
dengan memperhatikan relevansi dalam kaitannya dengan karaterisstik 
Hak dan kewajiban sebagai warganegara yang baik dan cerdas (good n 
smart citizenship) di masa depan 
 Setelah memahami konsep/teori, setiap kelompok membuat catatan 
kritis/analisis terhadap kasus dimaksud dengan membuat peta konsep 
 waktu pengerjaan tugas 5 hari kerja, diketik dan disusun dalam kertas 
Kuarto dengan diketik 1,5 spasi dan analisis maksimal 15 halaman  
(termasuk daftar pustaka) dikirimkan ke email: 
asepmahpudz@gmail.com 
c) Metode/Cara pengerjaan dan acuan yang digunakan 
 Dikerjakan secara kelompok, kajian konsep dan teori dibahas di dalam 
kelas  
 Yang menjadi acuan penilaian akhir tugas adalah ketajaman analisis 
dan kedalaman kajian teori/konsep serta argumentasi secara logis, 
sistematis dan ilmiah 
d) Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan 
Paper kelompok (hasil kajian konsep dan teori dalam kaitannya dengan 
konsep warganegara yang baik dan cerdas  
e) Kriteria  Penilaian: 
 kejelasan analisis konsep/teori berdasarkan kriteria, karakteristik mata 
pelajaran PPKn  
 kerapihan pengerjaan tugas 
 ketepatan waktu mengumpulkan tugas 
 ketaatasasan dalam pengerjaan dan argumentasi yang tajam  




Halaman cover  
Daftar isi 
I. Pendahuluan (--mendeskripsikan tentang konsep/teori yang dikaji, alasan 
pemilihan substansi paper, tujuan dan manfaat yang penulisan) 
II. Substansi kajian (judul dan sub bab disesuaikan dengan pilihan topik 




kajian/analisis) –- mendeskripsikan (a) hasil kajian teori/konsep yang 
relevan, (b) analisis dan pembahasan terhadap konsep/teori dan 
kaitannya dengan hak dan kewajiban warganegara 
III. Penutup (mendeskripsikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi 
terhadap pengembangan hak dan kewajiban warganegara  di masa 
depan) 
Daftar Pustaka (memuat daftar referensi/pustaka yang digunakan menjadi 
rujukan analisis) 
 
Proses pembelajaran yang dikembangkan dengan menerapkan Discovery 
Learning diharapkan dapat mengembangkan dan meningkan daya nalar siswa. 
(Elok, 2017). Nalar atau penalaran (reasoning) adalah suatu proses berpikir 
pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan (Shurter 
dan Pierce dalam Utari,1987:31). Penalaran merupakan proses berpikir yang 
bertolak dari pengamatan indera (observasi empirik), yang menghasilkan 
sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan 
terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Selanjutnya, berdasarkan sejumlah 
proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah 
proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut 
menalar. (Rahayu Kariadinata, 2012), Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan 
dasar penyimpulan disebut premis (antesedens) dan hasil kesimpulannya disebut 
dengan konklusi (consequence). Sebagaimana dikemukakan oleh Copi (1978) 
dalam Nurdiansyah, (2008), bahwa “Reasoning is a special kind of thinking in 
which inference take place, in which conclusions are drawn from premises”. Daya 
nalar (power of reason) merupakan kekuatan memahami dan menarik suatu 
kesimpulan. (Shadiq, 2007). 
Model pembelajaran Discovery Learning diasumsikan sesuai dengan 
karakteristik PPKn secara utuh. Dengan menerapkan Discovery Learning ternyata 
dapat meningkatkan kualitas belajar dan pembelajaran, lebih mudah 
diorientasikan pada pengembangan karakter siswa dalam perannya sebagai warga 
negara yang cerdas dan baik. (Balım, 2009; Ramdhani, 2017). Model 
pembelajaran yang diterapkan selama 2 siklus dan 4 kali pertemuan menunjukan 
bahwa para siswa XII IPA 1 SMA Model Terpadu Madani dapat bersikap dan 
berpikir ilmiah (scientific), yaitu diitunjukan dengan semakin meningkatnya para 
siswa berpikir kritis, analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, 




memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. (Riastuti, dkk, 
2018; Mia Yuliani, dkk, 2017). 




1. stimulation  
(stimulasi/pemberian 
rangsangan) 
 Siswa dihadapkan pada fenomena yang mengandung 
permasalahan, sesuatu yang menimbulkan kebingungan dan 
timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri.  
 Guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan 
pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar 
lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah.  
 Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi 
interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu 
siswa dalam mengeksplorasi bahan. 




 setelah dilakukan stimulation, guru memberi kesempatan 
kepada siswa untuk  mengidentifikasi sebanyak mungkin 
masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah 
satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis 
(jawaban sementara atas pertanyaan masalah). 
3. Data collection 
 (pengumpulan data) 
 
 Pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, 
guru memberi kesempatan kepada para siswa untuk 
mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya yang relevan 
untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. 
 Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati 
objek, wawancara   dengan narasumber, melakukan uji coba 
sendiri dan sebagainya. 
4. Data processing 
 (pengolahan data )  
 Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan 
informasi yang telah diperoleh para siswa baik melalui 
wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. 
5. Verification  
(pembuktian) 
 
 Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat 
untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah 
ditetapkan, dihubungkan dengan hasil data processing.  
 Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau informasi yang 
ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu 
itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti 
atau tidak. 
6. Generalization 
 (menarik kesimpulan/ 
generalisasi) 
 
 Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik 
sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan 
berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan 
memperhatikan hasil verifikasi. 
 Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip 
yang mendasari generalisasi 
 
Proses Pembelajaran 1. Pertemuan pertama (2 x 45 Menit), diawali dengan 
mengulas isu-isu yang ada di sekitar siswa. Pada pertemuan pertama, pendidik 
menyampaikan gambaran umum materi yang dipelajari pada Bab 1. Kegiatan 
yang dilaksanakan, menjelaskan pentingnya mempelajari materi ini, bagaimana 
pendidik dapat menumbuhkan ketertarikan siswa terhadap materi yang dipelajari. 
Setelah itu, pendidik menyampaikan batasan materi apa saja yang dipelajari pada 
Bab 1. 




Pertemuan kedua (2 x 45 Menit). Materi yang disampaikan pada pertemuan kedua 
adalah Bab 1, Subbab B: yakni; subtansi hak dan kewajiban warga negara dalam 
Pancasila. Indikator pencapaian kompetensi adalah menganalisis substansi hak 
warga negara dalam nilai dasar  Pancasila. Diharapkan siswa 1) Menerima 
perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghormati 
hak warga negara. 2) Menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 
Esa dalam rangka menghormati hak warga negara. 3) Memiliki sikap responsif 
dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4) Bersikap responsif dan proaktif 
terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 5) Menganalisis substansi hak dan kewajiban 
warga negara dalam nilai dasar Pancasila. 6) Menalar hasil analisis kasus 
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara beserta 
solusinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 7) Menyaji hasil analisis kasus 
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara beserta 
solusinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 
 
                 Gambar 1. Pendidik sedang menjelaskan materi pada Pertemuan ke-1 
 





Gambar 2. Aktifitas siswa secara kelompok 
menuangkan ide dan pemikiran di papan tulis 
Gambar 3. Hasil ide dan pemikiran kelompok 
di papan tulis pada pertemuan ke-2 
 
Tabel 4. Kemampuan Menalar siswa pada Siklus 1 dengan Discovery Learning (N=25) 
Kemampuan Siswa sesuai  
Langkah Pembelajaran 
Siklus 1 Siklus 1 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 
N % N % 
1. stimulation (stimulasi/pemberian 
rangsangan) 
16 64,00 18 72,00 
2. Problem statement (pernyataan/ 
identifikasi masalah) 
9 36,00 11 44,00 
3. Data collection (pengumpulan 
data) 
13 52,00 15 60,00 
4. Data processing (pengolahan data )  13 52,00 15 60,00 
5. Verification (pembuktian) 10 40,00 13 52,00 
6. Generalization (menarik 
kesimpulan/generalisasi) 
10 40,00 13 52,00 
 
Pada pertemuan ke-2 para siswa belajar menganalisis substansi hak warga 
negara dalam nilai dasar  Pancasila. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi 
dan mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga Negara dalam perspektif 
nilai sila Pancasila. Dengan melakukan kajian ini, diharapkan para siswa mampu 
memiliki sikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran 
kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada 
pertemuan ke-1 dan ke-2, para siswa masih belum banyak yang berkemampuan 
mengidentifikasi dan merumuskan masalah. 36% pada pertemuan 1 dan 
meningkat menjadi 44% pada pertemuan ke-2. 





Gambar 4. Proses menyajikan hasil temuan kelompok di kelas pada Pertemuan ke-3 
 
Pertemuan ketiga (2 x 45 menit). Materi yang disampaikan pada pertemuan 
ketiga adalah Bab 1, Subbab B: materi tentang hak dan kewajiban warga negara 
dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Indikator pencapaian kompetensi 
yakni; 1) Menunjukan perilaku orang yang beriman dan bertaqwa dalam 
mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai pengamalan 
ajaran agama yang dianutnya. 2) Membangun nilai-nilai kepedulian dalam 
mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai pengamalan 
ajaran agama yang dianutnya. 3) Membangun nilai-nilai tanggung jawab dalam 
mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai pengamalan 
ajaran agama yang dianutnya. 4) Menganalisis substansi hak dan kewajiban warga 
negara dalam nilai instrumental  Pancasila. 5) Menalar  hasil analisis kasus 
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara beserta 
solusinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 6) Menyaji  hasil analisis kasus 
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara beserta 
solusinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada pertemuan ke-3 para siswa 
secara berkelompok mempresentasikan hasil kajian di depan kelas dan ditanggapi 
oleh kelompok lain. 
Setelah mempresentasikan di kelas, terlihat bahwa para siswa telah memiliki 
nilai-nilai kepedulian dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran 
kewajiban sebagai pengamalan ajaran agama. Para siswa telah mampu 
menunjukan upaya membangun nilai-nilai tanggung jawab dalam mengatasi 
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai pengamalan ajaran agama 




yang dianut. Para siswa secara berkelompok telah mampu menganalisis secara 
ilmiah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental  
Pancasila. Dalam kaitan ini kemampuan menalar dari hasil analisis kasus 
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara beserta 
solusinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila telah berkembang dengan baik. Hal 
ini sejalan dengan penelitian dari Melda Winda, (2014) dan Surya Dharma, 
(2014). 
Pertemuan keempat (2 x 45 menit). Materi pembelajaran pada pertemuan 
keempat adalah subtansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis 
Pancasila. Indikator pencapaian kompetensi, yakni; 1) Menerima perbedaan 
sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghormati hak warga 
negara. 2) Menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam 
rangka menghormati hak warga negara. 3) Memiliki sikap responsif dan proaktif 
terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 4) Bersikap responsif dan proaktif terhadap 
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 5) Menganalisis substansi hak dan kewajiban warga 
negara dalam nilai praksis Pancasila. 6) Menalar hasil analisis kasus pelanggaran 
hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara beserta solusinya sesuai 
dengan nilai-nilai Pancasila. 7) Menyaji hasil analisis kasus pelanggaran hak dan 




Gambar 5. Pendidik mereview materi, 
menjelaskan konklusi masalah (Pertemuan 4) 
Gambar 6. Para siswa mengisi kuis pada 
pertemuan 4 
 




Pada pertemuan ke-4 sebagai rangkaian siklus ke 2, Pendidik melakukan 
review materi dan menjelaskan konklusi dari substansi materi kasus pelanggaran 
hak dan pengingkaran kewajiban yang telah dipresentasikan oleh tiap kelompok, 
termasuk mereview tiap siswa secara umum. Pada Tabel 5 terlihat kemajuan 
belajar dan menalar siswa semakin baik, dibandingkan pada siklus 1 (pertemuan 1 
dan 2). 
Tabel 5. Kemampuan Menalar siswa pada Siklus 2 dengan Discovery Learning (N=25) 
Langkah Pembelajaran 
Siklus 2 Siklus 2 
Pertemuan 3 Pertemuan 4 
N % N % 
1. stimulation (stimulasi/pemberian 
rangsangan) 
21 84,00 24 96,00 
2. Problem statement (pernyataan/ 
identifikasi masalah) 
12 48,00 18 72,00 
3. Data collection (pengumpulan 
data) 
16 64,00 24 96,00 
4. Data processing (pengolahan data )  17 68,00 24 96,00 
5. Verification (pembuktian) 15 60,00 17 68,00 
6. Generalization (menarik 
kesimpulan/generalisasi) 
15 60,00 20 80,00 
 
Model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn menggunakan 
penilaian otentik (authentic assesment). Penilaian otentik yang dilakukan telah 
mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam 
rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring. Penilaian otentik 
cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan 
peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang 
lebih otentik. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Pebriyenni, (2015). 
 
IV. PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang diperoleh selama 
pelaksanaan siklus I dan II dapat disimpulkan bahwa penerapan discovery 
learning pada materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban 
dapat meningkatkan penalaran siswa kelas kelas XII IPA 1 SMA Negeri Model 
Terpadu Madani Palu. 
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